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ABSTRAK 

Lingkungan hidup merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah di bagian 

urusan umum pemerintahan bukan bagian pelayanan dasar seperti yang diatur dalam 

pasal 12 ayat (2) UU Pemda. Penelitian ini membahas tentang dampak tambang illegal 

bahan galian batuan di nagari Lubuak Aluang yang berada di wilayah sungai batang anai 

dan peran pemerintah daerah dalam melakukan pemulihan lingkungan akibat tambang. 

Pertambangan illegal di nagari lubuak aluang telah mengakibatkan kerusakan 

lingkungan di sekitar wilayah sungai seperti salah satu gedung kelas sekolah dasar yang 

terdampak erosi dan sumur air warga yang volumenya mengecil. Penelitian ini bertujuan 

untuk memecahkan rumusan masalah yaitu yang pertama Bagaimana dampak 

lingkungan akibat tambang ilegal bahan galian batuan di Nagari Lubuk Aluang? Lalu 

yang kedua Bagaimana peran pemerintah dalam pemulihan kerusakan lingkungan akibat 

aktivitas tambang ilegal bahan galian batuan oleh Pemerintah Kabupaten Padang 

Pariaman? Penelitian menggunkan metode yuridis empiris dengan menggunakan 

pendekatan anlisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa yang 

pertama pertambangan illegal bahan galian batuan di nagari Lubuak Aluang 

menyebabkan salah satu bangunan sekolah terdampak, selanjutnya dampal lainnya 

kepada sumur air warga yang dibuat di sekitar tepian aliran sungai batang anai. Lalu 

yang kedua terkait peran pemerintah daerah dalam pemulihan lingkungan akibat 

pertambangan ilegal belum terlihat karena tidak adanya dokumen baku mutu kerusakan 

lingkungan dan program pemulihan lingkungan tidak masuk dalam anggaran 

pendapatan belanja daerah pemerintah daerah. 

Kata Kunci : Pertambangan, Pemulihan lingkungan, Pemerinthan Daerah, 

Lubuak Aluang. 

 


